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KLUNGKUNG - A( anya dugaan pencaplokan
tanah negara di pinggir Pantai Go ajvaﬁ. 'l‘pg 3
nya di Banjar Belatung Desa Pesi
batas Klungkung-K ra,ngasem) membu 'ft.
lesa menantang i vestor. Perbekel Pesin;
Nyoman Suastika, m n,yarnnkap oknum lnvest
rang memiliki lahan di atas tanah negara untuk bis
menunjukkan SPPT maupun sertifikatnya. {
Perbekel Suastika mengaku, sejak pemberitaan heltif-
han petani garam mencuat di Jawa Pos Radar Balr.
Nupati Klungkung Nyoman Suwirta, diakui telah t
langsung mencari tahuli ormasltanahnegarazyang
daplok oleh investor. Setelah bupati turun, dalamwaktu
dekat akan ada rapat bérsama.
Dalam rapat, oknum investor yang diduga mem
tanah di wilayah itu pun tentu akan diundang. "K
ada yang memperlihatkan bukti-bukti, sepe)
SPPT atau sertifikat, ka mi akan melakukan gpku«
ran ulang,” tegasnya kemarin (19/7). Dia me dat‘
nbahasan sementara dengan bupati Suwirta,
t akan diupdang. "Nanti akan ada rap %
pihak-pihak terka ,termasukdaﬂBPN(Bad
Pertanah Negara),” ujarnya. L
engenai pengaduar petani garam tersebut, pihak
desa ber| 'arap para pet: i garam bisa melapor ke kan-
tor desa. ” upayakam bisa tahu apa masalah petani
am,” jelasnya. Di tempat terpisah Bupati Suwirta’
u belum berani menyimpulkan mengenai
1 dugaarn pencaplokan tanah negara oleh
stor tersebut. Pihaknya memilih menga-
) atbers na. (dm/gup) PRl
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Dugaan Korupsi BerbelokJadi Pemalsuan

“terseb

‘ an ! tanda-tangan. » dibelokkan ke pemalsuan tan-
Pel'kembangt ‘ Merﬂuut k;lbar dari lingkun- da-@ggan,lz-e‘ldi kena sedikit
Kasu's B’ansos gan miasyarakat, putra Kicen " (hukuman) dia,” jelasnya.

_ ganti fugi kerugian negara se- ! nya, K isnia ini memalsukan
gaan korupsi d " besar Rp 200 juta. Uang ganti | sura rmohonan bansos ke
an sosial (ban: rugi térsebut telah diserahkan = DP] ) Klungkung. Krisnia di-
meriyerét putra Anggota DPRD  kepadanegara. "Denganmem- duga memalsukan tanda-tan-
n Adnyana, bayar kerugian negara, tentu gan ketua panitia pembangu-
saja ith pengakuan dosa dari nan dan tanda-tangan per-
yang e;kaSus," ujar sumber bekel desa setempat, Setelah
yang dekat dengan para peja- berkasnya lengkap, Krisnia pun
 bat terisebut, kemarin (19/7). . mend patkan dana bansos
~ Dia pun curiga, dengan lam- métgl1 perpanjangan ayahnya
_bannya penanganan kasus - Kicen Adnyana. :
rlahan kasusnya akan ~ Mengenai kabar miring
g- ] dari korupsi men-  tersebut, Kasat Reskrim Polres.
an jadi pidana umum. "Bisa saja ’.Klu‘q;nglgAKP Wiastu Andri

ttelah membayar uang . Seperti diketahui sebelum-
KLUNGKUNG K{‘
P

Prayitno menampiknya. dia  ini, penyidik Polres telah me-
mengaku Unit Tipikor Poltes ~manggil beberapa orang pent-
Klungkung yang menangani  ing di lingkungan Pemkab
kasus itu masih me antikan ~ Klungkung. Diantaranya me-
perkembangan daii Badan '~ manggil Plt Sekda Klungkung
Pengawasan Keuangan dan yang kini jadi Kepala Inspek-
bangunan (BP )}U Per- torat IB Sudarsana; Sekda
i : Klungkung Gede Winastra.
a it BPKP!  Bahkan, terakhir, penyidik juga

ujar Andri, dihubungi kemarin. memanggil Anggota DPRD Ki-
' Dia menjelaskan, audit telah = cen Adnyana selaku penyalur

dil setelah pihak BPKP  bansositu. Sedangkan, Krisnia
menyetujui penghitungan ker- sebelumnya telah bola -balik
ugian negara terhadap kasus ~ dipanggil penyidik. Kar
tersebut. Ditanya kapan kasusnya masih perhitt

altungal
' melakukan audit. "Saya tidak BPKP, maka Krisnia sampai
sebagai

tahu, tunggu saja,’ jelasnya.  saatinim ih berstatu
Terkait kasus Bansos Kicen  saksi, (dra/gep) | |
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| DANAPENDIDIKAN v/

Ketua K ymite SMAN 1

Abiansemal Cuci Tangan

\
'MANGUPURA - Dugaan penyelewengan penggunaan dana

komite SMAN 1 Abiansemal, Badung saling cuci tangan. Peng-
gunaan danamiliaran rupiahyang dipungutdari siswa SMAN 1
Abiansemalitudiduga diselewengkan. Ketua Komite SMAN 1
Abiansemal, I GustiNyoman Gunartha saat dikonfirmasi, Sela-
sa(19/7) enggan menjelaskan mengenai penggunaan anggaran
tersebut. Alasannya dia tidak hafal mengenai penggunaan dana

mite tersebut. “Sil ke sekolah, saya tidak bisa kasi tau.
Dana itu otoritas sekdlah mengguiyakan dan yang pegang dana
itu langsung sekolah yang pegang, tak ada komite yang pegang

aitu,” kilahnya mengenai penggunaan dana komite itu.

'Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan

lah Raga (Disdikpora) Badung, Ketut Widia Astika menga-
takan, Komite itu mengelola dana sendiri yang diambil dari
juran siswa. Sementara yang mengawasi penggunaan dana
iqu tentu orang tua siswa yang punya dana tersebut. Karena
dia mempertangg gjawabkan dana komite itu kepada
pemilik uang yakni pada orang tua siswa. “Komite itu mesti
melaporkan penggunaan dana kepada orang tua siswa dan
uangnya untuk apa (an lain sebagainya, ” jelasnya.

Kata dia, penentuan dana komite itu kesepakatan orang
tua. Namun penguriisnya komite sekolah juga tidak boleh
sewenang-wenang menggunakan uang itu. Programnya
mesti jelas. Namun, kalau di SMAN/SMKN seusai den-
gan ketentuan yangada, memang masih boleh memungut
uang dari komite tapi itu rasional dan pertanggungjawa-
bannya jelas. “Kalau ada penyimpangan penggunaan
dana di mana saja boleh untuk pengaduannya, kalau
engadukan ke kami di dinas kami siap untuk mediasi,
engecek dan lain|sebagainya, ” terangnya. (dwi/rid) —
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Denpasas.

Denpasar, Ketut Darsa.

daerah.

Kota Denpasar yang sebelum-
nya disebut-sebut bakal dia-
mankan, kemarin (19/7) juga
telah diperiksa penyidik Kejari

Rai Suta tidak sendiri. Selain
Rai Suta, dua anggota de-
wan AA Susruta Ngurah Putra
(Praksi Demokrat) dan Ketut
Arya Saputra (mantan anggo-
ta dewan Fraksi Demokrat)
juga diperiksa. Salah satu staf
Rai Suta juga ikut diperiksa.
Staf yang diperiksa bernama
Nyoman Juana. Juana diperik-
sa sebagai mantan ajudan
almarhum Ketua DPRD Kota

Informasi yang dirangkum
koran ini menyebutkan bahwa
di antara empat orang yang
diperiksa, Rai Suta diperiksa
paling lama. Yakni lebih dari
tiga jam. Sementara Susruta
dan Arya Saputra masing-mas-
ing satu jam. Jaksa penyidik
mencecar Rai Suta lebih dari
20 pertanyaan. Inti dari pemer-
iksaan Rai Suta adalah, sekwan
sebagai pejabat pengguna.
anggaran dinilai sebagai pihak
paling mengetahui aliran dana
serta mekanisme kunjungan
kerja anggota dewan ke luar

Saat ini, yang dibidik Kejari
Denpasar yakni agenda perdin
tahun 2013. Selama setahun,
agenda perdin mencapai Rp 6

Yang Did
Semu

iksaan sekwan paling
terang Syahrir

sekV\dn terlibat, maka tldak

jmer

miliar)lka dxgabungkqn den-
gan anggaran bintek, mencapai
Rp 10 miliar. Nah, Kejari Den-
pasar fokus terhadap kerugian
negara anggaran perdin saja.
Kdsiintel Kejari Deripasar,
Syahrir Sagir saat dikonfir-
masi membenarkan bahwa
Kejari melanjutkan pemerik-
saan perkara perdin. Pun den-
gan/sekwan Rai Suta dip
sebagai saksi juga tak
tah. “Sekwan diperiks3

Robx, mbu(i ol

akan Dipanggil

kwan juga bakal jadi tersangka.
Menurut Syahrir, potensi
tersangka juga bisa terjadi pi-
hak lain. Tak terkecuali pihak-
travel yang digunakan selama
kunjungan kerja. Sementara
ini, pemeriksaan travel masih
sebatas pengumpulan data
adanya indikasi mark-up tiket
perjalanan dinas. “Nah, indika-
simark up tiketini kenapa bisa
terjadi? Itulah yang akan kami
dalami. Pokoknya semua pihak
yang terlibat dalam perkara ini
bisa jadi tersangka. Tergantung
hasil pemeriksaan nanti,’ ?e—
ber Syahrir. |
Sementara untuk dua anlng-
gota dewan yang diperiksa,
Susruta dan Arya Saputra,
Syahrir menyebut materinya
tidak jauh beda dengan ang-
- gota dewan lain yang diperiksa
sebelumnya. Yakni melengkapi
pemeriksaan sebelumnya.
Syahrir kembali menegaskan,
semua anggota dewan yang
terlibat perdin 2013 ak@n di-
panggil dan diperiksa. [
Sampai kapan pemeriksaan
anggota dewan? “Sampai
semuanya diperiksa. Mungkin
separo anggota-dewan yang
sekarang,” tukasnya.
Dikonfirmasi usai diperiksa,
Susruta mengatakan, pemer-
iksaan dirinya melengkapi
pemertiksaan sebelumnya.
Politisi Demokrat itu mengaku
memberikan keterangan dan
data yang diperlukan penyidik.
“Amplop waktu saya perjala-

nan dinas juga saya tunjukkan.
Saya tidak ada beban, karena
saya merasa tidak bersalah. Ka-
lau pun dinyatakan bersalah,
saya siap,” terang Susruta.

Vokalis DPRD Denpasar itu
menambahkan, selama kun-
jungan kerja dewan sudah ter-
ima beres. Mulai transportasi
hingga hotel tempat menginap.
“Setiap kunker saya tinggal
terima kunci kamar hotel. An-
]ggarannya berapa saya tldak
tahu,” terangnya.

Sehari sebelumnya, Kejari
juga telah memeriksa tiga
oranganggota dewan, dan dua
orang dari Bali Travel Daksina.
Data yang didapat Jawa Pos
Radar Bali, sejatinya yang di-
jadwalkan diperiksa sebanyak
tujuh orang.

Namun, dua orang tidak had-
ir. Mereka berlima yang hadir
diKejari Denpasar adalah Ke-
tut Nuada/(anggota DPRD Kota
Denpasar Fraksi Demokrat), I
Putu Oka Mahendra (anggota
DPRD Kota Denpasar Fraksi
Golkar), I Nyoman Tamayasa
(anggota DPRD Kota Denpasar
FraksiHanura), I Made Kayun
(direktur Bali Travel Dak-
sina) serta Gede Sutiawan
(manajer marketing Bali
Travel Daksina). Sementara
dua orang yang tidak datang,
adalah IB Putu Sudhayanta-
na (travel Sunda Duta) dan
Kadek Agus Arya Wibawa
(anggota DPRD Kota Den-
pasar Fraksi PDIP).(san/pit)
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/AHAS TEMUAN BPK: Gubernur dan lepl an dowan Ball rapat lapotan

B_ailygkl\!aﬁ alah, tapi

DENPASAR - Lap'o‘ral:lceu gan ba ak anaan APBD‘Bali 2015, 1 pmnasa]ahamtuzndakbenﬂangulang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali  Nyoman tLapo- nenjadi temuan BPK “Temuan BPK

memang mendapa%puu ajar ran Pansus antara DPRD deng
Pengecualian (WTF) dari BPK Bali di ruang si

i ersehut be lum D - ,‘Sglaa(lgf'?)

serius untuk menin-
: érsebut,(karena




